




TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEDIA 
SARANA PRAKTIK PROSTITUSI (TINJAUAN PUTUSAN 
NO.2156/PID.SUS/2016/PN-MDN) 
 
Stefanus Marcius, Michael, Theresia Simatupang 
 
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia 





In this social life, there are always social problems that continue to develop in 
line with times, especially the issue of prostitution. Prostitution is an issue that 
concern the dignity and value of women. The practice of prositution has attracted 
a lot of controversy, especially in Medan, the phenomenon of the prostitution is 
one the criminalization that is very difficult handled bye the government and local 
law, because this type of crime is supported by several factors, for example like 
economic problems, that stongly enonomic problems, that strongly encouraging 
someone to do the criminal practice. To address the phenomenon of prostitution 
in medan, it is not enough to be seen from one point view but must be 
comprehensive. 




Dalam kehidupan bermasyarakat ini memang selalu terjadi masalah-masalah 
sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman terutama yang 
berkaitan dengan masalah pelacuran. Prostitusi adalah masalah yang menyangkut 
harkat, martabat dan nilai kaum wanita. Praktik prostitusi yang banyak 
mengundang krontoversi ini terus berlangsung khususnya di Kota Medan, 
fenomena praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk kriminallitas yang 
sangat sulit untuk ditangani oleh pemerintah dan aparat penegah hukum setempat 
dikarenakan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh beberapa faktor salah 
sataunya adalah faktor ekonomi yang begitu keras mendorong seseorang  dalam 
melakukan tidak pidana praktik prostitusi untuk menyikapi fenomena praktik 
prostitusi di Kota Medan tidak cukup dilihat dari satu sudut pandang tetapi harus 
secara komprehensif. 







A. Latar Belakang 
Dalam kehidupan bermasyarakat 
ini memang selalu terjadi masalah-
masalah sosial yang terus 
berkembang sejalan dengan 
perkembangan zaman terutama yang 
berkaitan dengan masalah 
pelacuran.
1
  Kejahatan prostitusi di 
Indonesia bermula dari zaman 
kerajaan Jawa yang menggunakan 
komoditas wanita sebagai bagian dari 
sistem feodal,
2
 prostitusi dianggap 
sebagai profesi dalam pekerjaan 
sosial yang paling lama jika 
dibandingkan dengan profesi lain 
meskipun status yang terkandung 
didalamnya tidak sah baik itu dalam 
norma – norma agama maupun 
norma sosial yang berlaku dalam 
lingkungan masyarakat. 
 Secara etimologis pelacuran 
berasal dari bahasa latin yaitu 
Prostituo yang artinya sebagai 
perilaku yang terang-terangan 
menyerahkan diri pada perzinahan, 
sedangkan perzinahan itu sendiri 
berati berhubungan kelamin antara 
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1. 
laki-laki dengan seorang perempuan 
baik salah satu ataupun kedua-
duanya telah terikat perkawinan yang 
sah dengan orang lain . 
3
 
 Prostitusi merupakan 
permasalahan yang sangat kompleks 
karena menyangkut berbagai aspek 
kehidupan masyarakat. Kegiatan 
prostitusi menyangkut aspek sosial, 
gender, hukum, kesehatan, moral dan 
etika, agama, pendidikan, psikologis, 




 Prostitusi sebagai masalah 
sosial yang memiliki hubungan sebab 
– akibat dan asal mulanya belum 
dapat diketahuhi dengan pasti, 
namun prostitusi atau pelacuran masi 
banyak dijumpai di dalam 
masyarakat sampai sekarang dan 
hampir disetiap wilayah kesatuan 
indonesia, baik yang dilakukan 
secara terbuka maupun tertutup. 
 Masalah prostitusi juga 
merupakan masalah struktural  yang 
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tidak hanya melibatkan pelacurnya 
saja, tetapi lebih dari itu yaitu 
merupakan suatu kegiatan yang 
melibatkan banyak orang seperti 
germo, para calo, serta pengguna jasa 
yang sering luput dari perhatian 
aparat penegak hukum. 
Faktor – faktor penyebab seorang 
melakukan tindakan pidana 
prostitusi, sebagian besar masalhnya 
terletak pada faktor ekonomi dan 
faktor sosial, faktor ekonomi di 
pengaruhi oleh penghasilan atau 
kebutuhan seseorang, sedangkan 
faktor sosial dipengaruhi oleh 
lingkungan sekitar maupun 
pendidikan seseorang. 
Praktik prostitusi terselubung di 
Kota Medan bukan menjadi rahasia 
umum lagi, Provinsi Sumatra Utara 
khususnya Kota Medan yang sudah 
identik dengan praktek prostitusi 
yang dilakukan di warung remang – 
remang maupun yang dilakukan di 
hotel atau disediakan oleh hotel. 
Pihak hotel yang melakukan praktek 
prostitusi dengan menyediakan 
wanita penghibur yang memberikan 
servis plus- plus kepada 
pengunjungnya. 
Perkembangan dunia usaha yang 
menjadikan tempat – tempat 
peristirahatan yang semakin enggan 
menayakan identitas langganannya / 
tamunya dalam rangka meningkatkan 
pelayanan, yang prinsipnya pembeli 
adalah raja, maka hotel telah disalah 
gunakan oleh sebagian anggota 
masyarakat untuk melakukan 
perbuatan – perbuatan maksiat. 5 
Didalam KUHP, Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, pengaturan 
tentang tindak pidana prostitusi di 
Indonesia hanya melarang barang 
siapa yang menyediakan atau 
mengorganisasir tersedianya dan 
terjadinya pelacuran / prostitusi 
dalam hal ini yang dimatsud adalah 
sarana penyedia praktik prostitusi 
(mucikari), dari Pasal 296 KUHP, 
Pasal 506 KUHP, Pasal 297 KUHP, 
dapat diartikan dalam hukum pidana 
indonesia hanya mengaterorikan 
prostitusi sebagai suatu delik 
terhadap pihak pelantara. 
Dengan tidak adanya pasal yang 
mengatur tentang praktik prostitusi 
maka perbuatan melacurkan diri 
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seorang wanita pelatik tidak 
dianggap sebagai suatu kejahatan 
menurut pandangan hukum pidana. 
beratnya suatu tindakan kejahatan 
bila tidak dilarang dalam perundanng 
– undangan yang berlaku di 
Indonesia beratiti tidak dianggap 
sebagai kejahatan, hal tersebut sesuai 
dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP 
yangmenganut azas nullum delictum 
noela poena sine praevia lage 
poenale, yang menyatakan bahwa 
tidak ada suatu perbuatan yang dapat 
dihukum, jika ketentuan dalam 
undang – undang tidak ada terlebih 
dahulu. 
Secara tegas dalam KUHP 
memang tidak mengatur hukuman 
bagi PSK dan pelanggannya, namun 
beberapa daerah di indonesia yang 
seriuss memerangi prostitusi telah 
menerapkan Peraturan Daerah 
(PERDA), contohnya PERDA DKI 
Jakarta nomor 8 tahun 2007 (tentang 
Ketertiban umum) diatur bahwa 
setiap orang dilarang menjadi penjaja 
seks komersial maupun memakai 
jasa penjaja seks komersial. 
Hukuman bagi PSK atau 
pelanggannya adalah pidana 
kurungan paling singkat 20 hari dan 
paling lama 90 hari atau denda paling 
sedikit Rp 500 ribu dan paling 
banyak Rp 30 juta. 
Dalam hal ini tampaknya 
keseriusan pemerintahan Daerah 
Sumatra Utara khususnya Kota 
Medan sepertinya masi acuh - tak 
acuh terhadap penyusunan Peraturan 
Daerah (PERDA) tentang tindak 
pidana porstitusi yang masi  belum 
tegas dalam pengaturannya, padahal 
Peraturan Daerah merupakan bagian 
dari pembangunan sistem hukum 
nasional. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian permasalahan latar 
belakang di atas masalah yang diteliti 
dalam penlitian ini adalah Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Penyedia Sarana Praktik Prostitusi : 
1. Bagaimanakah  penyebab faktor 
terjadinya tindak pidana penyedia 
sarana praktik prostitusi di 
kecamatan Medan Maimun? 
2. Bagaimanakah pengaturan tentang 
tindak pidana penyedia sarana 






3. Bagaimanakah sanksi bagi pelaku 
tindak pidana sarana penyedia 
praktik prostitusi di tinjau dari 
Putusan No.2156 / Pid.Sus / 2016 
/ PN-Mdn? 
C. Metode Penelitian 
Penelitian mengenai Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Praktik Prostitusi menggunakan 
metode yuridis normatif, penelitian 
yuridis normatif merupakan 
penelitian yang ditunjukan untuk 
mengetahui dan menganalisis seperti 
apa dan bagaimana suatu hukum 
positif diimplementasikan pada suatu 
permasalahan terntu. 
Penelitian ini penelitian 
kepustakaan yang ditunjukan untuk 
memperoleh data sekunder untuk 
memperoleh bahan hukum primier, 
bahan hukum primer berasal dari 
peraturan perundang-undangan 
dan/atau peraturan pelaksanaan 
terkait dengan Tindak Pidana Praktik 
Prostitusi di Kota Medan. 
Hukum Sekunder yang digunakan 
terdiri dari antara lain buku-buku 
ilmiah, makalah tabloit/jurnal ilmiah, 
hasil penelitian, bahan seminar yang 
relevan dan terkaitb dengan yang 
diteliti.Penelitian ini menggunakan 
metode yurisis normatif, data yang 
didapatkan dari hasil penelitian 
pustaka (bahan hukum primer dan 
sekunder). Penelitian ini 
menginventarisir norma-norma atau 
asa-asas yang termuat dalam 
peraturan Tindak Pidana Praktik 
Prostitusi. 
D. Hasil Penelitian dan 
Pembahasan 
Berbicara mengenai faktor-faktor 
penyebab terjadinya tidakan pidana 
prostitusi adalah sangat kompleks 
sifatnya, masalahnya terletak pada 
luasnya ruang lingkup kehidupann 
manusia yang saling berhubungan 
dan mempengaruhi satu samalain, 
peristiwa tersebut memudahkan 
seorang induvidu untuk berpriliku 
menyimpang dari pola prilaku pada 
umumnya hal ini juga terjadi pada 
khasus  praktik prostitusi. 
Menurut Kartini Kartono faktor-
faktor terjadinya tindakan pidana 
prostitusi antara lain :
6
 
a. Tidak adanya undang-undang 
yang melarang pelacuran. Juga 
tidak ada larangan terhadap 
orang-orang yang melakukan 
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relasi seks sebelebum pernikahan 
atau di luar pernikahan 
b. Adanya keinginan atau dorongan 
manusia untuk melakukan 
kebutuhan seks, khususnya di luar 
perkawinan 
c. Komersial seks, baik di pihak 
wanita maupun mucikari dari 
oknum-okum tertentu yang 
memanfaatkan pelayanan seks 
d. Dedikasi moral, merosotnya 
norma-norma susila dan 
keagamaan pada saat-saat orang 
mengenyam kesejateraan hidup 
dan ada pemutarbalikan nilai-nilai 
pemikiran sejati 
e. Semakin besarnya penghinaan 
orang terhadap kaum wanita dan 
harkat manusia 
f. Kebudayaan eksporitasi pada 
zaman moderen ini, khususnya 
mengekspolitasi kaum wanita 
untuk tujuan-tujuan komersil 
g. Ekonomi pasar bebas 
menyebabkan timbulnya sistem 
harga berdasarkan hukum “jual 
dan permintaan”, yang diterapkan 
pula dalam realisai seks 
h. Peperangan dimasa kacau di 
dalam negri mengikatkan 
prostitusi 
i. Adanya proyek-proyek 
pembangunan dan pembudakan 
daerah-daerah pertambangan 
dengan konsentrasi kaum pria, 
sehingga mengakibatkan adanya 
ketidakseimbangan rasio pria dan 
wanita 
j. Bertemunya macam-macam 
kebudayaan asing dan kebudayaan 
masyarakat setempat. 
Dalam menanggulani atau paling 
tidak mengurangi kuantitas dari 
perilaku tindak pidana praktik 
prostitusi, pemerintah melalui 
kementrian sosial telah 
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan 
yang bersifat dan bertujuan memberi 
kesadaran dan tanggung jawab 
sosial, berkaitan dengan prostitusi 
pemerintah telah melahirkan KUHP 
mengaturnya dalam dua pasal yaitu 
Pasal 296 dan Pasal 506. KUHP 
tindak pidana membuat kesengajaan 
menyebabkan atau memudahkan 
dilakukannya tindakan-tindakan 
melanggar kesusilaan dengan orang 
ketiga sebagai mata mencaharian 
atau sebagai kebiasaan di atur di 






“Barang siapa dengan sengaja 
menyebabkan atau memudahkan 
perbuatan cabul oleh orang lain, 
dan menjadikan sebagai 
pencaharian atau kebiasan, 
diancam dengan pidana penjara 
paling lama satu tahun empat 
bulan atau denda paling banyak 
lima ratus ribu rupiah ”.7 
Pasal 506 KUHP diatur mengenai 
tindak pidana sebagai gerno atau 
mucikari yang mengambil 
keuntungan dari perbuan praktik 
prostitusi yang dilakukan oleh 
seorang atau sekumpulan perempuan 
atau laki-laki, yang berbunyi: 
“Barang siapa menarik 
keuntungan dari perbuatan cabul 
seseorang wanita dan 
menjadikannya sebgai pelacur 
diancam dengan pidana kurungan 
paling lama satu tahun ”.8 
Mucikarai merupakan profesi 
dalam masyarakat yang di ataur 
dalam kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana dan sangat bertentangan 
dengan kesusilaan,disebutkan istilah 
mucukari yang tergoleng sebagai 
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kejahatan kesusilaan yang di atar 
dalam Bab XIV Buku ke-II Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. 
Namun istilah pengertian tersebut 
perlu diartikan secara jelas dan dapat 
dipahami mengsapa istilah mucukari 
termasuk kejahatan kesusilaan. 
Pengertian  Mucikari adalah seorang 
laki-laki atau wanita yang hidupnya 
seolah-olah dihidupi oleh pelacur 
yang tinggal bersama-sama dengan 
dia yang dalam pelacuran menolong, 
mencarikan dan menarik keuntungan 
dari pekerjaan yang dilakukan oleh 
pelacur. 
Undang-undang nomor 21 tahun 
2007 tentang pemberantasan Tindak 
Pidana  perdagangan Orang 
berbunyi: 
“Ekspolitasi Seksual adalah 
segala bentuk pemanfaatan organ 
tubuh seksual atau organ tubuh 
lain dari korban untuk 
mendapatkan kentungan, 
termasuk tetapi tidak terbatas 
pada semua kegiatan pelacuran 
dan pencabulan”. 
Pasal 2 ayat (1) berbunyi: 
“Setiap orang yang melakukan 






pengiriman, pemindahan, atau 
penerimaan seseorangan dengan 




kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan utang atau memberi 
bayaran atau memberi bayaran 
atau manfaat walaupun 
memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali 
atas orang lain, untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di 
wilayah negara Republik 
Indonesia, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 
(tuga) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp 
120.000.000,00 (seratus dua puluh 
juta rupiah) dan paling banyak 
Rp600.000.000,00 (enam ratus 
juta rupiah)” 
Pasal 2 ayat (2) berbunyi: 
“jika perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang 
tereksploitasi, maka pelaku 
dipidana dengan ppidana yang 
sama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)” 
Dalam Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik ada beberapa 
pasal yang mengatur tentang tindak 
pidana eksploitasi seksual komersial 
yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat 
(1) dan Pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat 
(1), Pasal 27 ayat (1) berbunyi: 
“Setiap orang dengan sengaja 
dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat 
diaksesnya Informasi dan 
Transaksi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektroonik dan 
memiliki muatan yang melanggar 
kesusilaan” 
Pasal 45 ayat (1) berbunyi: 
“ Setiap orang memenuhi unsur 
sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), atau ayat (4) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah)” 






“Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (1) menyangkut 
kesusilaan atau eksploitasi seksual 
terhadap anak dikenakan 
pemberatan sepertiga dari pidana 
pokok” 
Undang-undang nomor 44 tahun 
2008 tentang pornografi diatur dalam 
Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2), pasal 4 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 
tahun 2008 berbunyi: 
“(2) setiap orang dilarang 
menyediakan jasa pornografi yang 
mengeksploitasi atau 
memamerkan aktivitas seksual”. 
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 
44 Tahun 2008 berbunyi: 
“Setiap orang yang 
menyediakan jasa pornografi 
sebagaimana dimaksud dalam 
Paal 4 ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 6 
(enam) bulan dan paling lama 6 
(enam) tahun dan/atau pidana 
denda paling sedikit 
Rp.250.000.000,00 (dua ratus 
lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah)”  
Dalam kitab undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) tidak ada 
satupun yang mengatur secara 
khusus tentang pelacuran atau wanita 
pelacur, padahal di dalam Hukum 
Pidana terdapat asas legalitas yang 
termuat dalam Pasal 1 ayat (1) 
KUHP, yang berbunyi: Tiada suatu 
perbuatan dapat dipidana kecuali atas 
aturan pidana dalam perundang-
undangan yang telah ada sebelum 
perbuatan itu dilakukan. 
Hal ini berati segala perbuatan 
yang belum di atur dalam perundang-
undangan di iIndonesia tidak dapat 
dijatuhi sanksi pidana, belum tentu 
semua perbuatan melawan hukum 
dan yang merugikan masyarakat di 
beri sanksi pidana. Namun, 
Moeljatno  mengartikan pelacuran 
tidak dapat dijadikan laranagan 
dalam hukum pidana, janganlah 
diartikan bahwa pelacuran itu tidak 
dianggap merugikan masyarakat. 
9
Oleh karena itu pemerintah dan 
pihak yang berwenang, perlu 
memcari rumusan hukum atau 
peraturan yang tepat menindak 
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aktivitas pelacuran, yang selama ini 
berlangsung.  
Kota Medan merupakan ibukota 
provinsi Sumatra Utara, juga 
merupakan kota terbesar di Indonesia 
setelah Jakarta dan Surabaya. 
Ditegah masyarakat yang semakin 
maju dan moderen, persoalan 
mengenai Tindak Pidana Praktik 
Prostitusi seakan menghantui 
generasi muda Kota Medan 
berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Pasal 1 Ayat 2  “Pemerintahhan 
daerah provinsi, daerah kabupaten, 
dan kota mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas 
pembantuan”. 
Dalam penyelanggaraan  dan 
pemerintahan di daerah, ketentuan 
lebih lanjut mengenai peraturan 
daerah diatur dalam pasal 136 
sampai pasal 149 UU No.32 Tahun 
2004. Peraturan daerah dibuat oleh 
pemerintah daerah dalam rangka 
untuk menjalankan otonomi daerah 
dalam negara kesatuan Republik 
Indonesia terhadap realitas sosial 
tersebut pemerintahan Kota Medan 
mengeluarkan suatu peraturan daerah 
yang bertujuan ketertiban umum di 
Kota Medan. 
Salah Satu upaya pemerintah 
mewujudkan tercapainya Kota 
Medan menjadi Bestari, 
pemerintahan Kota Medan membuat 
Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 
Tahun 2003 tentang larangan 
gelandangan dan pengemisan serta 
praktek tuna susila di Kota Medan. 
Larangan yang terkait dengan 
praktek susila antara lain disebutkan 
dalam peraturan daerah kota medan 
nomor 6 tahun 2003 tersebut 
menyebutkan bahwa: 
Pasal 2 ayat 3 PERDA Daerah 
Kota medan No. 6 Tahun 2003 
“ Dilarang membijuk atau 
memikat orang lain dengan 
perkatanan-perkataan dan isyarat 
dan atau dengan perbuatan 
lainnya dengan maksud mengajak 
dan melakukan perbuatan 
pelacuran dijalan umum dan atau 
tempat yang diketahui / 
dikunjungi oleh orang lain baik 
perorangan atau beberapa orang” 
Pasal 2 ayat 4 PERDA Daerah 
Kota medan No. 6 Tahun 2003 
“ Dilarang dengan sengaja 





seseorang, beberapa orang untuk 
maksud melakukan perbuatan-
perbuatan pelacuran / tuna susila” 
Ketentuan Pidana yang terkait 
dengan praktek susila antara laian 
disebutkan dalam peraturan daerah 
kota medan nomor 6 tahun 2003 
tersebut menyebutkan bahwa: 
Pasal 5 ayat 1 PERDA Daerah 
Kota medan No. 6 Tahun 2003 
“ Barang siapa yang melanggar 
ketentuan pasal 2 peraturan 
daerah ini diancam pidana 
kurungan paling lama 6 (enam) 
bulan dan atau denda sebanyak-
banyaknya. Rp. 5.000.000,-(lima 
juta rupiah)” 
Pasal 5 ayat 2 PERDA Daerah 
Kota medan No. 6 Tahun 2003 
“ Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud ayat 1(satu) adalah 
pelanggaran” 
Dalam dunia prostitusi, para 
wanita di dalam binis ini bisanya 
berkerja di berbagai lingkungan atau 
tempat termasuk, Hotel, Klab 
Malam, Karaoke, Pub, Panti Pijat, 
dan lain-lain. Pemerintah Kota 
medan dalam pemberian ijin 
Penyelenggaraan Usaha 
Keparawisataan sudah jelas dan tegas 
seperti peraturan Wali Kota Medan 
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang 
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
dalam ketentuan Umum Bab 1 Pasal 
1 
Butir 11: Parawisata adalah 
berbagai macam kegiatan wisata 
dan didukung berbagai fasilitas 
serta layanan yang disediakan 
oleh masyarakat pengusaha, dan 
pemerintah daerah. 
Hotel 
Butir 40: Hotel adalah suatu 
usaha uang tempat dan 
fasilitasnya untuk 
menginan/beristirahat, 
memperoleh pelayanan atau 
fasilitas lainnya dengan 
perhitungan pembayaran harian 
serta dapat menyediakan 
restoran/rumah makan, dan bar. 
Klab Malam 
Butir 60: klab malam suatu 
usaha yag menyediakan tempat 
dan fasilitas untuk menari dengan 
diiringi musik hidup, peralatan 
musik hidup, pemainan musik, 
pramuria, pertunjukan lampu serta 
dapat dilengkapi dengan 
penyediaan jasa pelayanan 






Butir 63: Karaoke adalah suatu 
usaha yang menyediakan tempat 
peralatan dan fasilitas untuk 
menyayi yang diiringi musik 
rekaman, lampu serta dapat 
dilengkapi dengan penyediaan 
jasa pelayanan makan dan minuan 
Pub 
Butir 64: Pub adalh suatu usaha 
komersial yang ruang lingkup 
kegiatannya menghidangkan 
minuman untuk umum ditemoat 
usahanya dan menyelenggarakan 
musik hidup. 
Bar 
Butir 65: Bar adalah setiap 
usaha komersil  yang ruang 
lingkup kegiatannya 
mengidangkan minuman untuk 
umum di tempat usahanya. 
Panti Pijat 
Butir 66: panti pijat adalah 
suatau usaha yang menyediakan 
temoat dan fasiliras untuk pijat 
sebagi usaha pokok dan dapat 
dilengkapu dengan penyediaan 
maskanan dan minuman. 
Sudah sangat jelas tidak ada 
disebutkan menyediakan fasilitas 
untuk mendukung prostitusi yang 
terjadi di lokasi penginapan dan 
kamar-kamar hotel dan sebagainya, 
dan kewajiban dari pemegang Ijin 
Usaha yakni tercancum dalam pasal 
47 butir H menyatakan: 
“ Mencegat tempat usaha 
dijadikan sebagai tempatkegiatan 
peredaran dan pemakaian 
narkoba, perjudian, dan perbuatan 
yang melanggar kesusilaan.” 
 Yang kemudia dipertegas 
dalam Pasal 62 
“Apabila didalam pelaksanaan 
tugas oenngendalian dan 
pengawasan ditemukan adanya 
pelanggaran menyangkut kegiatan 
oprasional usaha pariwisata, maka 
kepada pemimpin / penanggung 
jawabab usaha diberikan tindakan 
saksi administatif: 
A. Pembatasan penyelengaraan 
kegiatan pariwisata 
B. Panggilan / teguran tertulis 
terhadap pimpinan / penanggung 
jawab usaha pariwisata 








D. Pembatalan / pencabutan TDUP 
dan sertifikat penghargaan lainnya 
yang dimiliki. 
Penegakan hukum memerlukan 
aparatur yang handal sehingga aparat 
tersebut dapat melakukan tugasnya 
dengan baik. Kehandalan dalam 
kaitannya dinisi adalah meliputi 
keterampilan profesional dan 
mempunyai mental yang baik. 
Menurut Soerjon dari segi aparat 
akan tergantung pada hal berikut
10
: 
a. Sampai sejauh mana petugas 
terikat oleh peraturan-peraturan 
yang ada. 
b. Sampai mana petugas 
diperkenalkan memberi 
kebijaksanaan. 
c. Teladan macam apa yang 
sebaiknya diberikan oleh petugas 
kepada masyarakat 
d. Sampai sejauh mana derajat 
sinkronisasi penugasan yang 
diberikan kepada petugas 
sehingga memberikan batas-batas 
yang tegas pada wewenangnya. 
Penegak hukum dalam mengatasi 
hal ini terdapat banyak faktor yang di 
                                                             
10
 A.S. Alam. Pelacuran dan Pemerasan, 
(Bandung : Raja Grafika, 1984), hlm 82 
hadapi, diantara lain terdapat faktor 
Internal dan Eksternal. 
a. Faktor Internal merupakan salah 
satu faktor penghambat yang 
menyebabkan berjalannya 
PERDA Kota Medan No. 6 Tahun 
2003 Tentang Larangan 
Gelandangan dan Pengemis Serta 
Praktek Tuna Susila di Kota 
Medan tidak berjalan dengan baik. 
Faktor Internal diantaranya Dinas 
Sosial tidak mempunyai jadwal 
terstuktur. Dengan adanya jadwal 
terstuktur maka secara rutinitas 
akan dilakukan razia 
b. Faktor Eksternal yang 
menghambat berjalannya Perda 
No. 6 tahun 2003 tidak berjalan 
dengan baik dapat terjadi seperti 
kurannya dukungan instasi 
pemerintahan di Kota Medan. 
Seperti fasilitas haruslah 
dipersiapkan secara baik agar para 
penegak hukum dalam 
menertibkan para pekerja seks 
komersial dapat berkerja secara 
maksimal di tempat panti rehab 
agar dapat di bina serta di didik 
agar mempunyai bekal dan tidak 
mengulangi tidakan susila lagi 





secara bertahap di panti 
rehabilitasi. 
1. Kesimpulan Faktor penyebab 
seorang melakukan tindakan 
pidana prostitusi sebagian 
besar masalahnya terletak 
pada faktor ekonomi dan 
faktor sosial, faktor ekonomi 
di pengaruhi oleh penghasilan 
atau kebutuhan seseorang, 
sedangkan faktor sosial 
dipengaruhi oleh lingkungan 
sekirat maupun pendidikan 
seseorang 
2. Tugas pemerintah dalam 
menanggulangi Tindak Pidana 
Prostitusi dengan cara 
melahirkan KUHP  yaitu pasal 
296 dan pasal 506. Sedangkan  
Pemerintahan kota medan 
sendiri juga ikut serta dalam 
memerangi Tindak kejahatan 
praktik prostitusi dengan 
melahirkan PERDA No.6 
Tahun 2003 Tentang Larangan 
Gelandangan dan Pengemisan 
Serta Praktik Susila di Kota 
Medan dan memaksimalkan 
kinerja dinas sosial dalam 
menggulangi tindak pidana 
praktik prostitusi 
3. Sanksi yang terkait dengan 
praktek susila antara lain 
disebutkandalam Peraturan 
Daerah Kota Medan Nomor 6 
Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1 
“ Barang siapa yang 
melanggar ketentuan pasal 2 
peraturan daerah ini diancam 
pidana kurungan paling lama 
6 (enam) bulan dan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 
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